PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jin.H. Agus Salim - Painan Telp. (0766) 22687

EKEPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 05 /DPMPPTSP-PS/TK/II/2021

TENTANG

PERFPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
KB KASIH IBU

BUPATI PESISIR SELATAN,

Merimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyvelenggaraan  pendidikan  formal dan  informal  dalam
memberikan  layanan pendidikan kepada masvarakal perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Perpanjangan Izin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan
formal dan Informal KB. Kasih Thu;

Mengingat L Undang Undang  Nomor 12 Tahun 1956 lentang
Fembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumalera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis
undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara HRepublik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang
Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 MNomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5462); :

}. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
MNepara Fepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan
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l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (lentang
standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah
ibah engan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(l.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomor
5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolusn dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negarg  Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor
2143}, sebagaimana felab diubab dengan  Peraturan
FPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomwor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengparaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesis Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
3155});

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Gidang
Fenanaman Maocdal;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
MNasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Bula Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan
Republik Indonesia™ Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomaor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pada Taman Kanak — kanak, Sekolah Dasar, Sckolah
Menengah Perlama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Benluk lain yang scdorajat;
Peraturan Menteri Dalam Neperl Republik Indonesiaz MNomnor
138 Taohun 2017 tentang Penyelenggraan Pelavanan Terpadu
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Satu Pintu di Daeragh

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/17/1997
tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok
Bermain dan Taman Pendidikan Analk (TPA).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001
tentang Pendidikan Anak Usia Ding;

Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Peoanaman Modal dan  Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintuw;

Peratiran Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizman Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
STO/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pelavanan Perizinan dan  Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kubupaten Pesisir Selatlan Nomor 121 /50/DPK-
PAUDNLOZ/2017 tanggal O7 Juli 2017 tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonlormal dan Informnal (PAUDNIY;

Surar Permohonan Kepala Sekolah KB. Kasih Ibu, tanggal
perihal tentang Permohonan lzin Operasional
Penyelenggarasan Pendidikan Fprmal dan Informal.

Sural Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan  Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
421/387 /DI'K-Sekretariat. 1 /2021, Tanggal 09 Febhruari
2021, tentang Rekomendasi Perpanjangan lzin Operasional
KBH. Kasih Ibu.

MEMUTUSKAN

Membertkan Perpanjangan Izin  Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : KB. KABIH IBU

Jenis kegiatan : KB { Kelompok Bermain)
Penyelenggara : BYUVERA YANTI, Y.A.Md

Alamat ! Kampung Cimpu, Nagan Surantih

kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir
Selatan.,




REDLUA

KEEMPAT

KETIGA

Perpanjangan Izin Operasional Penvelenggaraan Pendidikan
Formal dan Informal sebapdimana dimaksud dalam Diktum
KESATU beriaku sejak Tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan
11 I'ebruari 2024,

KB. Kasih Ibu selaku pemegang izin Operasional ini, tidak
diperboleh untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
sepengelahuan Bupali Pesisir Selatan.

keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari termmyata terdapat kelkelirnan akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: PAINAN
Pada tanggal : 11 Februari 2021

NIP. 19610524| 198603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yih;
Hapak Nupati Kabupaien Pesisic Selatan di Painan
Sdr.Kapala Dinas Pendildikkan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Paisian
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NOTARIS

DAN
NG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
MARKHALINA SATRIANITA, SH.
¢ ::' KANTOR :
« JL. H. AGUS SALIM TELP./FAX. (0756) 21886
= PAINAN
SALINAN
AKTA FENDIRIAN YAYASAN KASTIH IBU CIMFU
TANGGAL_ » 12 Oktober 2020
NOMOR 39.



tusangkar, padsa tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus
tujuh puluh dua (02-10-1972), bertempat tinggal di Padang,

Jalan Seberang Padang utara 1/56, Rukun Tetangga 002, BRukun
Warga 001, Kelurshan GSeberang Padang, Kecamatan Padang
Selatan, Kota Padang, Wargas Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor:1371014210720001.-—-—--------oo——-
Byonya LICIA FITRI 5ARI, HKaryawan Notsris, lahir di Painan,
pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus delspgn puluh
gembilan {10-05-18895}, bertempat tinggal di Painan, dJalan

setia Budi Gang Nuri, Nagari Painan, Kecamatan IV jurai,

Kabupaten Pezisir Selstan, Warga HNegara Indonesis, megang
cartu Tanda Penduduk Homor:1301055005850001.-—-------——---——-

| - 3egera setelah akta ini dibacakan oleh =aya, HNotaris, kepads

‘ para penghadap dan 3aksi-sakszi maka akta ini ditandatangani

oleh para penghadap, =zaksi-saksi dan saya, Notaris.---—————-——-
- Dilang=ungkan dengan tanpa perubahan.-----——————-———-——-————————-

- Minuta aktas ini telsh ditendstangani
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